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BAB IV 

PENUTUP 

KESIMPULAN 

Peraturan perundang-undangan di Indonesia menganut jaminan 

atas pemenuhan hak atas pekerjaan bagi mantan narapidana. Tidak ada 

ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang secara 

eksplisit melarang mantan narapidana untuk mendapatkan pekerjaan. 

Namun khusus untuk pengisian jabatan di sektor publik, ada beberapa 

peraturan yang melarang mantan narapidana untuk mengisi jabatan publik 

tertentu. Jabatan yang dimaksud mencapai tingkat pemerintahan Desa. 

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa perlindungan negara atas 

pemenuhan hak atas pekerjaan melalui peraturan perundang-undangan 

masih diskriminatif. 

Upaya jaminan pemenuhan hak atas pekerjaan bagi mantan 

narapidana oleh negara terlihat dalam sudah adanya ketentuan dalam 

peraturan perundang-undnagan mengenai pembinaan pelatihan kerja atau 

keterampilan kepada narapidana selama menjalani masa hukumannya. Hal 

ini dimaksudkan agar saat keluar dari pemasyarakatan, mantan narapidana 

dapat menjalani hidup yang lebih baik dan tidak mengalami penolakan di 

masyarakat. Bahkan, bentuk pelatihan yang dianjurkan lewat peraturan 

tersebut pun sedapat mungkin yang memiliki nilai guna di kehidupan 

narapidana pasca keluar, sebab diharapkan keterampilan tersebut dapat 

menjadi bekal mereka dan bisa digunakan sebagai alat mata pencarian 

mereka. 
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Peran pemenuhan hak atas pekerjaan bagi mantan narapidana tidak 

hanya dijalankan oleh negara, tetapi juga oleh masyarakat, dalam hal ini 

khususnya pelaku usaha. Praktik baik pelaksanaan pemenuhan hak atas 

pekerjaan bagi mantan narapidana oleh pelaku usaha dilakukan oleh Yerry 

Pattinasarany sebagai pemilik Kafe Gutten Morgen Coffe. Melalui Kafenya 

itu, Yerry menerima mantan narapidana sebagai karyawannya. Hal itu 

dilakukan Yerry bukan didorong karena serangkaian peraturan perundang-

undangan yang berlaku, melainkan berdasarkan rasa solidaritas terhadap 

kesulitan yang dialami oleh para mantan narapidana dalam mendapatkan 

pekerjaan. Inisiatif itu semakin berperan positif karena para manta 

narapidana tidak memiliki bekal keterampilan setelah keluar dari Lapas. 

Pelatihan yang diberikan oleh Lapas tidak mendukung para mantan 

narapidana untuk hidup sejara mandiri dan mendapatkan pekerjaan. Peran 

yang dijalankan pelaku usaha seperti Yerry ini membuat mantan 

narapidana, seperti AA dan AB yang bekerja di Guten Morgen Coffe, dapat 

hidup mandiri dan kembali ke masyarakat seperti sedia kala.  
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LAMPIRAN 

No Poin Informasi Pertanyaan 
 Pelaku Usaha  

1.  Latar belakang/Profil - Bagaimana awal proses pendirian 
Guten Morgen Coffe? 

- Apa yang membedakan Guten 
Morgen Coffe dengan perusahaan 
sejenis?  

- Apa yang mendasari Guten Morgen 
Coffe menerima mantan 
narapidana? 

- Dinamika apa yang terjadi selama 
memperkerjakan mantan 
narapidana? 

2.  Memberi pekerjaan - Apakah Anda mengetahui latar 
belakang kejahatan mantan 
narapidana tersebut? 

- Jika iya, kenapa memutuskan untuk 
menerima? 

- Berapa banyak mantan narapidana 
yang bekerja di Guten Morgen 
Coffe? 

- Apakah mantan narapidana yang 
bekerja memiliki hubungan kerabat 
dengan Anda? 

3.  Kapasitas - Apakah mantan narapidana yang 
bekerja dengan Anda sebelumnya 
sudah memiliki keahlian? 

- Jika tidak, apakah Anda terlibat 
untuk memberikan pelatihan 
keahlian? 

4. Peraturan - Apakah sebelumnya Anda 
mengetahui peraturan terkait hak 
atas pekerjaan?  

 Mantan Narapidana  

1.  Latar Belakang/Profil - Tindak kejahatan apa yang 
membuat Anda dipenjara? 

- Bagaimana Anda bisa bekerja di 
Guten Morgen Coffe? 

- Sudah berapa lama bekerja di sini? 
Dan apa yang membuat Anda 
bertahan sampai saat ini? 

- Apakah Anda pernah mengalami 
penolakan saat melamar kerja 
setelah bebas dari penjara? 
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2. Keterampilan di Lapas - Apakah Anda mendapatkan 
pelatihan keterampilan selama di 
lapas? 

- Jika iya, keterampilan seperti apa 
yang Anda dapatkan? Dan apakah 
keterampilan tersebut berguna 
pasca Anda bebas? 

- Jika tidak, disebabkan oleh apa? 
3. Kapasitas - Apakah Anda mendapatkan 

pelatihan kerja oleh Guten Morgen 
Coffe? 
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